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PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KEPADA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Secara Elektronik, pelayanan
perizinan berusaha diselenggarakan oleh lembaga
pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman
modal;

bahwa perizinan di bidang lingkungan hidup dan
kehutanan termasuk dalam perizinan berusaha yang
pelayanannya terintegrasi dalam perizinan berusaha
secara elektronik;

bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan
perizinan berusaha bidang lingkungan hidup dan
kehutanan, perlu dilakukan pelimpahan kewenangan

penerbitan perizinan berusaha bidang lingkungan hidup
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Mengingat

dan kehutanan dari Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal,

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan
Perizinan Berusaha Bidang Lingkungan Hidup dan
Kehutanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman

Modal,

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3419);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



Menetapkan
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2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6215);

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 17);

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 713);

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang
Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
927), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
dan  Kehutanan  Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/
KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan
Kriteria Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 90);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN  MENTERI LINGKUNGAN HIDUP  DAN
KEHUTANAN TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN
PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA BIDANG LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN KEPADA KEPALA BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL.
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(1)

Pasal 1
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melimpahkan
kewenangan penerbitan perizinan berusaha bidang
Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal.
Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. izin usaha; dan

b. izin komersial atau operasional.

Pasal 2
Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2)
huruf a, terdiri atas:
a. bidang pemanfaatan hutan:

1. izin usaha pemanfaatan kawasan silvopastura
pada hutan produksi dan hutan lindung;

2. izin usaha pemanfaatan kawasan silvofishery
pada hutan produksi dan hutan lindung;

3. izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada
hutan alam pada hutan produksi;

4. izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu
hutan tanaman industri pada hutan tanaman
pada hutan produksi;

5. izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu
restorasi ekosistem pada hutan alam pada
hutan produksi;

6. izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan
kayu pada hutan produksi;

7. izin pemungutan hasil hutan kayu pada hutan
produksi;

8. izin pemungutan hasil hutan bukan kayu pada
hutan produksi dan hutan lindung;

9. izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada
hutan tanaman hasil rehabilitasi pada hutan

produksi;
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10. izin usaha pemanfaatan penyerapan dan/atau
penyimpanan karbon pada hutan produksi dan
hutan lindung; dan

11. izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada
hutan produksi dan hutan lindung;

bidang penggunaan kawasan hutan pada hutan

produksi, hutan lindung, pelepasan kawasan hutan

dan tukar menukar kawasan hutan:

1. izin pinjam pakai kawasan hutan;

2. pelepasan kawasan hutan; dan

3. tukar menukar kawasan hutan;

bidang industri kehutanan:

1. izin usaha industri primer hasil hutan kayu;
dan

2. izin usaha industri primer hasil hutan bukan
kayu;

bidang perbenihan:

1. izin pengadaan dan peredaran telur ulat sutera;
dan

2. penetapan pengada dan pengedar benih
dan/atau bibit terdaftar;

bidang pemanfaatan kawasan konservasi dan

tumbuhan/satwa liar berupa izin lembaga

konservasi;

bidang pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar:

1. izin pengusahaan taman buru;

2. izin pemanfaatan komersial untuk budidaya
tanaman obat; dan

3. izin penangkaran tumbuhan dan satwa liar;

bidang pemanfaatan jasa lingkungan hutan

konservasi:

1. izin usaha penyediaan sarana wisata alam,;

2. izin usaha penyedia jasa wisata alam;

3. izin pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi

tahap ekploitasi dan pemanfaatan,;



